
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

tentang 
Dalam 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lemharan Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

Mengingar 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Jepara tentang Pemberian lnsentif 
Pajak Daerah dan RetribusiDaerah; 

b. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Daerah 
tentang Pajak Daerah beberapa Peraturan Daerah 
mengenai Retribusi Oaerah, dimana Pemberian insentif 
semula diatur dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 
Tahun 201 I tentang tentang Pengaturan Pembagian 
Pemberian lnsentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jepara 
Nomor 42 Tahun 2013, maka perlu meninjau kembali 
Peraturan Bupati rersebut; 

Menimbang: a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk mendorong 
peningkatan kinerja petugas pungut dan aparat terkait, 
maka perlu untuk memberikan insentif; 

BUPATl JEPARA, 

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA 

PEMBAOIAN INSENTTF PAJAK DAERAH DAN RETRlBUSI DAERAH 

TENTANO 

PERATURAN BUPATI J.EPARA 
NOMOR 78 TAHUN 2016 

BUPATI JEPARA 
PROvrNSJ JAWA TENGAH 



10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tabun 
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerab (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana di ubab 
dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10); 

9. Pcraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemaniaatan lnsentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tarobahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201.4 Nomor 244, Tambahan Lembaran. 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 terrtang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20 l l 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah [Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4438); 



15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tabun 
2010 tentang Retribusi Terrrpat Pelelangan Ikan 
[Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 
Nomor 8, Tambaban Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 8); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tabun 
2010 temang Retribusi Pemakaian J<ekayaan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 6 ) sebagalmana di ubab dengan 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 6 Tabun 2010 tentang Retribusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten .Jepara 
Tabun 2016 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 4); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 
2010 tentang Retribusi ljin Mendirikan Bangunan 
[Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tabun 2010 
Nomor 5, Tambaban Lernbaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 5) sebagaimana di ubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jjin Mendirikan 
Bangunan (Lembaran Daerab Kabupaten Jepara Tabun 
2016 Nomor 4); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 
2009 tentang Retrlbusi Pelayanan Persampahan/ 
Kebersihan (Lembaran Daerab Kabupaten Jepara Tahun 
2009 Nomor , Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor ) sebagaimana di ubah dengan Peraruran 
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Retribusi 
Pelayanan Persampahan/Kebersillan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tabun 2016 Nomor 8, Tambaban 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7); 

11. Peraturan Daerab Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 
1998 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum 
sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten. Jepara Nomor 9 
Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat U Jepara Nomor 14 
Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan 
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2010 Nomor 9, Tambaban Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 9); 



21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27 Tahun 
2010 ten tang Retribusi Pengendalian Menara 
Telekormmikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembarao Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 27); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 
2010 tent:ang Retribusi Tempat Rekreasi (Lembarao 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 26, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 
26) sebagaimana di ubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2010 
tentang Retrlbusi Tcmpat Rekreasi (Lembaran Oaerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 22 Tahun 
2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 22); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 
2010 tentang Retrfbusi Pelayanan Kcsehatan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Je-para Tahun 2010 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nornor 
21) sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peracuran Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan 
Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 13); 

17.Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak 
Air Tanab (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 20); 

16. Peraturan Dacrah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 
2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Tabun 2010 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 
10) sebagairnana telah cliubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor LO Tahun 2010 tentang Retribusi 
Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 8); 



29. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 10); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 23 Tahun 
2011 tentang Retrlbusi Ternpat Khusus Parkir 
(Lernbaran Daerah Kabupaten Jepara Tabun 2011 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Noroor 20); 

27. Peraturan Daerab Kabupaten Jepara Nomor 22 Tabun 
2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 22, Tarobahan 
Lernbaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 18); 

25. Peraturan Daerab Kabupaten Jepara Nomor I l Tahun 
2011 tentang Retribusi ljin Gangguan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 11, 
Tambaban Lembaran Daerab Kabupaten Jepara Nomor 
10) sebagairoana di ubab dengan Peraturan Daerah 
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerab Kabupaten Jepara Nomor 11 Tabun 2011 
tentang Retribusi [jin Gangguan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2016 Noroor 7, Tambaban 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6); 

24. Peraturan Daerab Kabupaten Jepara Nomor 10 Tabun 
2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 
(Lembaran Daerab Kabupaten Jepara Tahun 2011 
Nomor 10, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 9); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tabun 
2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bennotor 
(Lemba:ran Daerah Kabupaten Jepara Tabun 2011 
Nomor 9, Tambaban Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 8); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerab [Lernbaran Daerab 
Kabupaten Jepara Tahun 2011 Noroor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7); 



Dalam Peraturan Bupatl ini, yang dimaksud dengan : 

1. Bupati adalah Bupati Jepara; 

2. Pcmerintah Daerah adalah kepaJa daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau hadan yang 
bersifar memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan ctiguoakao untuk 
keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat; 

4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Rctribusi adaJah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertenru 
yang khusus disediakan dan/atau dlberikan oleh Pemerintab Daerah 
untuk kepentingan orang pribadi atau Badan; 

5. Pemungutan adalah suatau rangkaian kegiatan mulai dad 
penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan 
besamya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan 
penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retrlbusi, 
pelaksaoaan penegakao hukumdan pemberiao pelayanan kepada wajib 
pajak dan wajib re:tribusi; 

PasaJ 1 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATl JEPARA TENTANG PEMBAGIAN 
INSENTIF PAJAK DAERAR DAN RETRIBUSI DAERAH. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

32. Peraturan Bupati Jepara Peraturan Bupati Jepara 
Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Serita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 68); 

31. Peraturan Bupati Jepara Peraturan Bupati Jepara 
Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif 
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Serita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 67); 

30. Peraturan Daerah Kabupalen Jepara Nomor 8 Tahun 
2013 ten rang Retribusi Perpanjangan lzin 
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jcpara Nomor 7); 



Pembagian pemberian insentif sebagaimana dimaksud Pasal 2 secara 
proporsional dibcrlkan kepada : 
a. Bupati sebesar 0,5 %; 
b. Wakil Bupati sebesar 0,4 %; 
c. Sekretaris Daerah sebesar 0,3 %; 
d, Pejahat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah : 
1) Pajak BUIIli dan Bangunan scbesar 3,2 %; 
2) Pajak Daerah lainnya dan Retribusi Daerah sebesar 3,3 %. 

e. Pihak Lain yang membanru lnsransi Pelaksana Pemungutan Pajak 
Daerah den Retribusi Daerah : 
3) Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 0,6 %; 
4) Pajak Daerah lainnya dan Retribusi Daerah sebesar 0,5 %. 

Pasal 4 

lnsentif sebagaimene dimaksud dalam Pasal 2 secara proposionel 
diberlkan kepada: 
a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan 

Keuangan Daerah; 
b. Pejabat dan Pegawai lnstansi pclaksana pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerab sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing­ 
masing sebagaimana dalam Iampiran Peraturan Bupati .Jepara; 

c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penge1olaan Keuangan Daerah; 
d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa/Ke1urahan 

dan Kecamatan yaitu Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan 
Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh lnstansi Pelaksana 
Pemungut Pajak; dan 

e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan 
Retribusi. 

Pasal3 

Besarnya lnsentif pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan sebesar So/o 
dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi daerah dalam tahun 
anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi, sebagaimana 
tercantum dalern Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

BAB II 
PEMBERIAN [NSENTTF 

Pasal 2 

6. lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang 
selanjutnya disebut lnsentif adalah Tambahan penghasilan yang 
diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu delem 
melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. 



Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati 
Jepara Nomor 2 Tahun 201 I tentang Pembagian Pemberian lnsentiI Pajak 
Daerab dan Retribusi Daerab (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tabun 
2011 Nomor 2) sebagaimana diubab dengan Peraturan Bupati Jepara 
Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pernbagian Pemberian lnsentif Pajak 
Daerab dan Retribusi Daerab (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2013 Nomor 311), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 9 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Teknis pelaksanaannya pemungutan Pajak Daerab dan Retribusi Daerah 
dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerab yang berpedoman 
pada Peraturan Perundang- undanganyang berlaku. 

Pasal 8 

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, adalah pihak 
pelaksa.na yang dibentuk oleh insta.nsi pemungut Pajak Daerab dan 
Retribusi Daerah. 

Pasal 7 

lnsentiI diberikan kepada Jnstansi Pemungut pada setiap tahun anggaran 
setelah mencapai target yang diteta.pkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal6 

(2) Instansi sebagai:mana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
lampiran yang merupa.lran bagian tidak rerpisahkan dari Peraturan ini, 

(l) Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban lnsentiI 
cillaksanakan pada masing-masing lnstansi Pemungut Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 

Pasal 5 

BAB ill 

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR 78 

Diundangkan di Jepara 

Pada tanggal 29 Desember 2016 

SEKRETARIS DAERAH I<ABUPATEN JEPARA, 

Ditetapkan di Jepara 

Pada tanggal 29 Desember 2016 
Plt. BUPATI JEPARA, 

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Jepara. 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 10 



NO. NAMA INSTANSI .!ENIS PllNDAPATAN BESAR?,'YA l,.'E'I', 
INSENTIP 

1 :.a 3 4 s 
I DINAS PSKERJMN UMUM DAN Rctrlbual Jan O.a.b.a 1 

PENATMN RUANO L Reuibu1i Peru.ttkaian Kt,:Jca_yaa.n Oae:rah &H, 

Retriba.l Pa\jlnan TmtcDtD I 
2. Rerribu•f ijin Mo:rufutkanBa"ljUtuln jlMBJ :m 

:I. D!NAS Ul'fGh'UNOAN IUDUP Retribu.al Jua Um.um : 
1. Rem'bu111 Pc.Liiyan.tin Poclaun.J)Q..hAn/1-".t::bcraah&n 5'11. 
2. llembua1 l'>,QYcdwm/Pcnyed,mm KAlwo 5111, 

Retdbual Pcrijlmus.T ....... tu I 

3. Rctnbuai Wn Oa.nsglUlin 5% 

3. DINAS PERHUBUNOAII IUtrllnul ..iua Unnwu 
1. Retribu11 PclayMan Parkir Dt Tep1 Jalan U1num 5'!. 
2. Retribulli1 Pcnsuilan Kendan!lan Btinnooor 5'10 

Rctrlbud Jua Uaah.a • 
3. Rlttribuof PcnULlco.lnn Ke~ Dne,oh 5'lo 
4. Rotrlbual 'l'=ninal s,. 
5. Retribusi Tempet Khuaua Pll.rldr s,;. 
6. RetnDu11.Pe:laJtanao Kcpelnbu.ban 5% 

llet:rllnw Pcrijlmm Tcrtctnu : 
7 Rotcibual !Jin Tra.)"!k 5% 

4, DINAS KOMUNIKASI DAN INl'ORMATOO\ Re1:rilrual Jaa thnma t 
I Retn'bUA1 Pe.ngeudiwan Mcnur. 'rc.ldwmuni.ku1 5"" 

s DfNAS PERINDUSTR!AN DAN RetrlbuaJ Jua tJmum : 
PEROAOANOAf'I j Rctribuai Pclay8.nan Pe.naampa}~an./·K.ebeffnuui 5% 

2. luuibu•• l'oJ.a.ylW&ll PaNr 5"" 

Retrlbual Jua 11.aba , 
3. Reuiblull ~ !CcknyWltl Oar:rah S'll, 

6. DINAS PARIWISATA DAN Kl!BUDAY.MN Rnribu.al ,,1...._ V.m.um. : 
I Reinbual Pclo;yanan PersampAlum/Kebenllion 6'l> 

Rctrlbu:al Ju.a Ou.ha ! 
3. Rctribual l'lomal<aiall Kekoyun Durah 5" 
3 Rt:u1bu.a1 Tctnpar Rckreu1 S'l'o 

T. BADMI PEIIOELOJ..MN KEUMIGAN ~uDunb: 
DAN AS~ OAERAH l, Pajak Hotel 6% 

2. Pajak Rea·,Ot'l\.n ~ 
3, l'lvak H,'bur,u, ~ 
4 PaJakR- S'!> 
5_ Pajak P.itcnut;pll\ JAlan 5'l.. 
6. Pajak Mlflera.l bUkan Logam dan B1uuan S'lo 
7 Pajak .PDrlc:ir 51. 
8, Pivak Alr Tanah S'l4o 
9 Pajak s ..... 1111 Buru1111 Walct 9k 
10. Pajak Bumi clan Banguruu, Perdeaaan clan 5'l,, 
PerkolU.n !PBB P:!J 
ll PnJA)< a.a Pc:rolchan flak ..... To.nnh <!An 5% 
Bangurta11 (BPf!TBJ ---· 12. Rotribuol l',,makaian ~aan Daerah &l<, 

IllSl!:l'fTIP' BAGI PELAKSANA PEMUlrGUT PAJAK DAERAH DAN RETR.IBUBI DAERAH 

LAMPIRAN • P6RAT\1RAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 7 8TAHUN '2016 
TANOOAL 29)coc:mhc.-1lll6 



NO. NAMA INSTANEI JENIS PE!IOAPATAN BESARl<YA KET 
INSENTIY 

l , 3 - ~ II 
PBRTANIAN l . Rctnlluai PemaJc:aian K.c~•an Onerah 5% 

Z. Retn'bu.J Rum.ab Pomns Hewen (RPHJ ~ 

9. OINAS PERJKANAN RetrD:naal .Jua Ouha ; 
1. Rctribu.ai Tcmpat Pel~ l.ka.u :;,; 

10. DINAS Kl!SEHATAN Retribual Jua Umum : 
L Rctn1>ual Pelayerum Kca-eh.abm S'll, 

11. OTNAS l(OPERASI, USAHA KECIL MENENOAH. Retrlbwll Perllinu> Tcrt.mtu : 
TENA~ KER.IA D}\N TRANSMIORASI L Retrrbn,i PcrpnnjB.llgl,n l::in .Mempckerjakan 5'!1. 

Tonap lwJ• Aau,g OMTAJ 


